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Abstract

This study aims to examine the effect of economic capacity, budget governance, and financial performance on people's welfare.
In addition, this study also identifies the effect of budget allocation on economic capacity. This research was conducted in the
Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY), which consists of four districts and one city. The data used in this
study is secondary data originating from the website of BPS DIY Province and DJPK Ministry of Finance. The analytical
method used is multiple regression analysis with the help of SmartPLS' to examine and process data. Based on the results
of ypothesis testing, it is known that economic capacity, budget management, and financial performance have a significant
effect on people's welfare. In addition, budget allocation has a significant effect on economic capacity.
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PENDAHULUAN

Parameter yang penting dalam keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia untuk kesejahteraan
masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2021c). IPM dapat
didefinisikan sebagai suatu alat statistik yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur pencapaian
aspek ekonomi maupun sosial secara keseluruhan (Economic Times, 2016). IPM, tingkat pengangguran,
dan tingkat kemiskinan secara signifikan dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan
bahwa tingginya tingkat IPM dan rendahnya tingkat pengangguran serta kemiskinan mendasari tingginya
tingkat kesejahteraan masyarakat (Habbe, 2021).

Selain dapat menentukan tingkatan level pembangunan pada suatu wilayah, IPM juga menjadi
ukuran kinerja bagaimana pemerintah mengalokasikan dana yang dianggarkan secara bijak dan seoptimal
mungkin. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan, yaitu pembangunan menstimulasi
pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempercepat dalam proses
pembangunan. Dengan perekonomian yang baik, pendapatan per kapita pun akan naik dan kesejahteraan
masyarakat akan meningkat. Di dalam perekonomian khususnya daerah, ada beberapa unsur di dalamnya
seperti kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran daerah, kinerja keuangan daerah, dan lain-lain.

Purbadharmaja et al. (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran
untuk pembiayaan pembangunan daerah dapat diatasi melalui tata kelola anggaran. Alokasi anggaran
dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan dampak yang nyata bagi kebutuhan masyarakat
seperti pelayanan publik dan pembangunan infastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi
daerah yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, perekonomian yang
masih relatif rendah dapat ditingkatkan melalui peran masyarakat dalam kapasitas perekonomian daerah.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata di setiap daerah salah satunya disebabkan
oleh wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga menimbulkan kesenjangan.

Dalam upaya pemerataan ekonomi, hingga saat ini Pulau Jawa masih mencapai pertumbuhan
ckonomi dengan kontribusi yang paling besar yakni sebesar 58,75% atau lebih dati separuh pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, sedangkan sisanya tersebar dalam lima wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku dan Papua serta Bali dan Nusa Tenggara (Santoso, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya
dari pemerintah masih belum bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi. Rakhman (2019)
dalam penelitiannya mengungkapkan salah satu faktor pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa yakni pusat
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pemerintahan serta ibu kota negara Indonesia yakni Jakarta terletak di Jawa. Bersamaan dengan itu, kota-kota
besar yang terletak di Jawa juga lebih dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk
perkembangan internasional. Tetapi, untuk kegiatan ekonomi terutama pertanian dan eksploitasi sumber daya
alam, kota-kota kecil dan menengah jauh lebih cepat karena memainkan peran yang lebih signifikan (Firman,
2004). Namun sampal saat ini, pembangunan nasional tetlalu terfokus di Pulau Jawa sehingga terjadi
kesenjangan ekonomi maupun pembangunan diantara pulau-pulau lainnya.

Menurut data dari BPS dalam satu dekade terakhir, DKI Jakarta menempati urutan pertama
Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi. Berdasarkan level IPM-nya, dari tahun 2010-2020 DKI
Jakarta selalu mengalami kenaikan dan puncaknya pada tahun 2020 mencapai angka 80,77. Semenjak
tahun 2017, status IPM DKI Jakarta berada dalam predikat “sangat tinggi” karena melebihi angka 80 dan
melebihi rata-rata nasional sebesar 71,94. Capaian ini tidak terlepas bahwa sebagai ibu kota negara,
wilayah DKI Jakarta juga berperan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, maupun investasi. Di
sisi lain, dalam satu dekade terakhir pula, kualitas pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
semakin membaik yang ditandai dengan level IPM DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada
pada peringkat ke-2 setelah DKI. Kendati demikian, pada tahun 2020 IPM DIY berada pada level 79,97
yaitu berkurang 0,02 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dengan level tersebut, DIY
memperoleh status IPM dengan predikat tinggi (BPS, 2021a).

Penurunan IPM DIY ini merupakan yang pertama dalam kurun waktu 10 tahun belakang.
Parwanto (2021) menjelaskan bahwa indikator pengeluaran per kapita per tahun yang turun di tahun 2020
mengalami kontraksi mznus 2,63 persen akibat pandemi Covid-19. Namun, secara keseluruhan dari tahun
2010 hingga 2020 rata-rata IPM DIY mengalami kenaikan 0,59 persen per tahunnya dan rata-rata
pengeluaran per kapita di DIY mengalami pertumbuhan 1,5 persen per tahun. Apabila IPM DIY dilihat
menurut data per kabupaten atau kota, IPM kota Yogyakarta berada pada poin 86,61 (sangat tinggi),
Kabupaten Sleman 83,84 (sangat tinggi), Kabupaten Bantul 80,01 (sangat tinggi), Kabupaten Kulonprogo
74,46 (tinggi) dan Gunungkidul 69,98 (sedang).

Kerjasama BPS DIY dan Bappeda DIY (2020) dalam Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan
Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 diungkapkan pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan percepatan
selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,05
persen dengan sedikit kenaikan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 4,95 persen, kemudian pada tahun
2017 bertambah menjadi 5,26 persen, lalu di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sebesar 6,20 persen dan mencapai 6,60 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi DIY periode
2015-2019 juga lebih tinggi dari angka nasional, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017 berada sedikit di
atasnya sedangkan tahun 2018 dan 2019 selisih 1 hingga 1,5 persen lebih tinggi dari angka nasional. Laju
pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi diyakini akan berpengaruh
langsung terhadap peningkatan pendapatan.

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir, penduduk miskin Yogyakarta menurun sebesar 101,76 ribu
jiwa dengan penurunan tertinggi tercatat pada periode 2015-2016 sebesar 10,05 persen atau setara dengan
55,29 ribu jiwa. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir itu pula, jumlah penduduk miskin secara rata-
rata turun sebesar 25,44 ribu orang per tahun. Selama 2015 sampai 2019, angka rasio gini DIY lebih tinggi
dibandingkan dengan Indonesia dan sejak tahun 2017 angka rasio gini DIY merupakan yang tertinggi di
Indonesia. Rasio gini merupakan ukuran kesenjangan pendapatan dan kekayaan, sehingga rasio gini yang
relatif tinggi di DIY mengindikasikan bahwa ketimpangan masih tinggi di wilayah tersebut. Kondisi yang
terjadi juga menunjukkan bahwa belum meratanya hasil pembangunan belum bisa dinikmati oleh berbagai
lapisan masyarakat DIY.

Berdasarkan berbagai paparan tersebut, penelitian ini meninjau lebih lanjut mengenai peran
perekonomian daerah serta kinerja keuangan pemerintah daerah dalam keberlangsungan kesejahteraan
masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR
Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan kontrak antara satu orang atau lebih yang berperan sebagai
prinsipal dengan orang lain yang bertindak sebagai agen dalam melakukan berbagai layanan dapat
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didefinisikan sebagai hubungan keagenan. Di dalamnya, hubungan prinsipal dengan agen yaitu seperti
hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat
berperan sebagai prinsipal yang digambarkan ketika prinsipal memberikan kewenangan dan sumberdaya
kepada agen seperti dalam bentuk memilih seseorang yang berhak mengatur anggaran seperti APBN
maupun APBD.

Karena prinsipal tidak mengetahui secara langsung apa saja yang telah dilakukan oleh agen dalam
melaksanakan tugasnya, diperlukan pihak independen yang akan memastikan bahwa yang dilakukan oleh
agen adalah benar. Oleh sebab itu, dalam hal ini dibutuhkan peran akuntan sektor publik yang akan
menjadi pihak independen mengingat bahwa sebagian laporan yang diberikan oleh agen (pemerintah)
adalah informasi keuangan (Abdullah & Halim, 2006a; Santoso & Pambelum, 2008). Dalam penelitian
yang dilakukan oleh Dawson et al. (2016) menunjukkan bahwa meskipun diperlukan pemahaman dari
berbagai pihak, teori agensi dapat diterapkan pada sektor publik.

Teori Legitimasi

Dowling & Pfeffer (1975) mengemukakan bahwa teori legitimasi didasarkan oleh perikatan sosial antara
perusahaan atau organisasi dan masyarakat dengan menggunakan sumber ekonomi. Dowling & Pfeffer
(1975) juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan aktivitas organisasi dan memperoleh dukungan dari
aktivitas tersebut, harus sesuai dengan norma sosial lingkungan sehingga harapan masyarakat dapat
terpenuhi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah seperti mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja
pemerintah dapat didukung dengan teori legitimasi. Apabila pemerintah memiliki kinerja yang baik, akan
memberikan hasil yang memuaskan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Legitimasi tidak dapat
dilepaskan dari pantauan masyarakat lantaran hal itu adalah tempat di mana pemerintah menjalankan
fungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah akan mengurangi rasa tidak percaya dan timbulnya
penyimpangan serta mampu menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat (Novitasari &
Prabowo, 2020).

Alokasi Anggaran Daerah

Atkinson et al. (1997) mendefinisikan bahwa anggaran adalah ungkapan kuantitatif dari arus masuk dan
keluarnya uang yang menentukan apakah rencana keuangan dari suatu organisasi akan terpenuhi
tujuannya. Dalam penelitian ini, indikator alokasi anggaran yang digunakan terkait fungsi pelayanan publik
secara umum terdiri dari belanja modal atau pembangunan, belanja administrasi umum, belanja operasi
dan pemeliharaan yang diperuntukkan serta didistribusikan dalam pembiayaan kegiatan yang hasil,
manfaat, serta dampaknya dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kapasitas Ekonomi

Peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dari satu periode
dibandingkan periode lainnya dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Raisova & Julia,
2014). Selain menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan maupun pertumbuhan
ckonomi, indikator lain yang dapat diraih dan diwujudkan dari beraneka ragam sektor ekonomi yaitu
perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode waktu yang berbeda (Hanum &
Sarlia, 2019).

Tata Kelola Anggaran Daerah

Tata kelola anggaran mencakup struktur, proses, dan hukum yang diimplementasikan untuk memastikan
apabila sistem penganggaran yang ditetapkan secara berkelanjutan dapat memenuhi tujuannya (Hackbart
& Ramsey, 2002; Otalor & Oti, 2020). Dalam aspek akuntabilitas, untuk mengatasi efisiensi alokasi
anggaran dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat menggunakan tata kelola anggaran. Tingkat
penyerapan anggaran dalam pembangunan ditunjukkan dengan indikator SILPA. Daerah dengan SiLPA
yang tinggi menunjukkan tidak optimalnya alokasi anggaran dan mengindikasikan perubahan regulasi atau
inkonsistensi regulasi terkait penggunaan APBD (Purbadharmaja et al.,, 2019).
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Egbunike & Okerekeoti (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan mengacu pada kemampuan
perusahaan dalam mencapai hasil keuangan yang dirancang dan diukur terhadap ousput yang diinginkan.
Kinerja pemerintah daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan dan digunakan untuk
memberikan informasi bagaimana penyusunan kebijakan yang positif bagi masyarakat (Mahmudi, 2019).

Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu parameter kinerja pembangunan di suatu daerah ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan yang berkualitas salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat
mengurangi kemiskinan serta tingkat pengangguran, pendapatan secara merata, dan tercapainya
kesejahteraan masyarakat (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Secara signifikan indikator IPM, tingkat
pengangguran, dan tingkat kemiskinan mengukur kesejahteraan masyarakat dengan tanda positif (IPM)
dan tanda negatif (pengangguran dan kemiskinan). Hal ini bermakna apabila tingkat kesejahteraan
masyarakat yang tinggi didasari oleh tingginya tingkat IPM dan rendahnya tingkat pengangguran dan
kemiskinan (Habbe, 2021).

Penelitian Terdahulu

Menurut Sofilda et al. (2015), peningkatan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh pengeluaran
pemerintah dan IPM tahun 2007-2012 yang dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Hasil regresi
berganda dengan data panel menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara
signifikan oleh pengeluaran barang dan jasa, dan IPM di wilayah Indonesia bagian barat, timur, dan tengah
dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan per kapita. Sementara itu, peningkatan pendapatan per
kapita dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal, barang, dan jasa,

Menurut Adiputra et al. (2017), kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali
dipengaruhi secara langsung oleh PAD dan dapat ditingkatkan dengan SiLPA melalui alokasi belanja
modal. Selanjutnya, Indramawan (2018) menunjukkan bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif
dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan
terhadap belanja modal, serta mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio
efektivitas PAD.

Selanjutnya, (Mutiha, 2018) menunjukkan bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif dan
signifikan terhadap PAD dan mempunyai hubungan negatif dan signfikan terhadap DBH Pajak, DAU,
dan DAK. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM sedangkan
peningkatan DBH Pajak, DAU, dan DAK akan menurunkan IPM. Kemudian, Purbadharmaja et al.
(2019) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak secara langsung meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, tetapi mendorong perekonomian bagi peningkatan kapasitas ekonomi daerah.
Indikator pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dalam alokasi anggaran sejalan dengan
peningkatan kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi akan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan APBD juga mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Elia et al. (2020) menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terkait
kegiatan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai
hubungan yang signifikan terhadap belanja pemerintah dan berdampak pada pengeluaran pemerintah
melalui penyediaan lapangan kerja dan PDRB di delapan kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah.

Habbe (2021) menguji apakah tingkat kesejahteraan di 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
periode 2009-2014 dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis
menggunakan deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis PLS menunjukkan bahwa kinerja
otonomi daerah mampu meningkatkan IPM selama satu tahun ke depan dan menurunkan angka
kemiskinan dalam dua dan tiga tahun ke depan. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD
dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan.
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Masyarakat, yang berperan sebagai individu sangat membutuhkan pelayanan publik yang dapat dirasakan
manfaatnya secara langsung. Dengan peningkatan alokasi anggaran di berbagai bidang, diharapkan akan
mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, indikator yang
dianggap penting yaitu PDRB, karena dapat memberikan informasi mengenai ukuran maupun kinerja
ekonomi, Kinerja ekonomi yang baik secara nyata mengalokasikan infrastruktur yang merata sehingga
mempermudah akses kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Purbadharmaja et al.
(2019) bahwa kapasitas perekonomian di Provinsi Bali dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran dalam
bidang pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Kemudian tingkat PDRB di
Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sehingga mendorong peningkatan pendapatan per kapita (Elia et al., 2020).

H1:  Alokasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas ekonomi

Penelitian oleh Purbadharmaja et al. (2019) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
mempunyai keterkaitan dengan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas ekonomi akan mendorong
sektor swasta untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan pun akan meningkat. Kesejahteraan
ckonomi masyarakat yang mengalami perbaikan mencerminkan kenaikan pendapatan per kapita (Hanum
& Sarlia, 2019). Di dalam penelitian Sofilda et al. (2015) menyatakan pertumbuhan pendapatan per kapita
berpengaruh signifikan terhadap IPM di wilayah Indonesia bagian barat. Sementara penelitian lainnya
menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak pada PDRB (Elia et al., 2020).

H2a: PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H2b: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H2c:  PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

Indikator SILPA maupun SiLPA digunakan sebagai indikator tata kelola anggaran, karena alokasi
anggaran dengan SILPA rendah berarti efektif dalam mengalokasikan anggaran (Dian, 2017). Menurut
Adiputra et al. (2017) kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dapat ditingkatkan
dengan SiLPA melalui alokasi belanja modal.

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan
dapat dipertanggungjawabkan karena dibutuhkan dana dalam melakukan berbagai program
pembangunan. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
ditunjukkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Purbadharmaja et al., 2019).

H3a: SiLPA berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM
H3b: SiLLPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan
H3c:  SiLLPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator derajat
desentralisasi dan efektivitas PAD. Mutiha (2018) mengemukakan bahwa IPM mempunyai hubungan
yang positif dan signifikan terhadap PAD, yang berarti peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM
provinsi di Indonesia. Kemudian penelitian pada wilayah Papua dan Papua Barat menunjukkan IPM
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai
hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD (Indramawan, 2018).
Sementara itu, penelitian lainnya menunjukkan kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di
Bali dipengaruhi secara langsung oleh PAD (Adiputra et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Habbe
(2021) menyatakan dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat
pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan di 25 kota/kabupaten di
Sulawesi Selatan tahun 2009-2014.

H4a:  Derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H4b: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H4c:  Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

H4d: Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H4e:  Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan
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H4f:  Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota tahun anggaran 2016-2020. Lokasi ini
dipilih karena dalam satu dekade terakhir, DIY mempunyai kualitas pembangunan manusia yang semakin
membaik yaitu ditandai dengan level IPM DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada pada
posisi ke-2 setelah ibu kota Negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta (BPS, 2021a). Selain itu, laju
pertumbuhan ekonomi DIY periode 2015-2019 menunjukkan percepatan dan juga lebih tinggi dari angka
nasional. Tetapi dalam periode itu pula, angka rasio gini DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia
dan sejak tahun 2017 angka rasio gini DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia (BPS DIY & Bappeda
DIY, 2020). Kemudian, sampel penelitian berupa publikasi Indeks Pembangunan Manusia, tingkat
kemiskinan, tingkat pengangguran, dan PDRB per kabupaten/kota di DIY menurut pengeluaran serta
data laporan keuangan daerah yaitu mencakup APBD dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah
dikumpulkan dan dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait untuk tujuan tertentu tetapi sangat berguna
dalam rangka tujuan penelitian. Data dikumpulkan dalam rentang waktu tahun anggaran 2016-2020 dan
diperoleh dari sumber yang relevan yaitu instansi terkait melalui website BPS Provinsi DIY
(yogyakarta.bps.go.id) dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Indonesia (djpk.kemenkeu.go.id).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partzal Least Square (PLS). Indikator reflektif dan
formatif digunakan PLS dalam menganalisis variabel laten yang tidak dapat dilakukan dengan kovarian
berdasarkan model persamaan struktural atau Structural Equation Modelling (SEM).

SiLPA (X3)

PDRE (X2)

S

IPM (¥1.7)

PU (X1) KE

—>» TK(¥1.2)

h 4

TPT (¥1.3)
AL K

DESONT) o
Doz &

Gambar 1. Model analisis dengan PLS.

HASIL DAN DISKUSI
Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan analisis, deskripsi, serta gambaran data
variabel secara umum. Adapun statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai
minimum, maximum, mean, dan standard deviation dari variabel eksogen alokasi anggaran (AA), kapasitas
eckonomi (KE), tata kelola anggaran (TKA), dan kinerja keuangan daerah (KK) dengan indikator rasio
belanja efisiensi pelayanan umum (PU), tingkat PDRB, rasio SiLPA, derajat desentralisasi (DES), dan
efektivitas PAD serta variabel endogen kesejahteraan masyarakat (KM) dengan indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan (TK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..
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Table 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variable Indicators n Minimum Maximum Mean Stan.da.r d
Deviation
AA PU (X1) 25 2,00 471,59 114,912 92,353
KE PDRB (X2) 25 6.580,68 35.286,51 19.375,058 9.022,932
TKA SILPA (X3) 25 80,00 785,16 251,641 175,167
KK DES (X4.1) 25 12,06 39,60 23,743 9,556
PAD (Y4.2) 25 83,46 141,06 110,890 12,999
IPM (Y1.1) 25 67,82 86,65 78,276 6,214
KM TK (Y1.2) 25 6,84 20,30 13,090 4,866
TPT (Y1.3) 25 1,49 9,16 3,422 1,677

Sumber: data sekunder, diolah

Menurut data yang tertera pada Tabel 1, terdapat 25 data pada setiap indikator penelitian yang
digunakan untuk sampel penelitian

Penilaian Model Struktural (Uji Goodness of Fit)

Penilaian model struktural atau uji goodness of fit bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel
cksogen terhadap variabel endogen, atau dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi, tata kelola
anggaran, maupun kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian model struktural
menggunakan R-sguare untuk mengukur varians yang dijelaskan pada masing-masing variabel endogen
dan nilai predictive relevance (Q*) dengan prosedur blindfolding untuk menunjukkan akurasi prediksi dalam
penelitian atau seberapa baik nilai observasi yang dilakukan (Sarstedt et al., 2019). Nilai R-sg#are maupun
predictive relevance ((Q%) akan ditunjukkan pada Tabel 2 dan 3.

Table 2. R-Square

Variables R Square Adjusted R Square
Kesejahteraan Masyarakat 0,953 0,944
Kapasitas Ekonomi 0,119 0,081

Sumber: data sekunder, diolah

Table 3. Predictive Relevance (QQ?)

Variables SSO SSE Q? (=1-SSE/SSO)
Kesejahteraan Masyarakat 0,953 0,944 0,786
Kapasitas Ekonomi 0,119 0,081 0,095

Sumber: data sekunder, diolah

Dari hasil uji goodness of fit dengan menghasilkan nilai R* dan QQ? pada Tabel 2 dan 3 dapat dilihat
bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,944 atau 94,4% untuk variabel kesejahteraan masyarakat dan
sebesar 0,081 atau 8,1% untuk variabel kapasitas ekonomi. Maka disimpulkan bahwa variabel endogen
kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara substansial atau kuat oleh variabel eksogen karena R* > 0,75
sedangkan untuk variabel endogen kapasitas ekonomi dipengaruhi secara lemah oleh variabel eksogen
karena R2 < 0,25.

Selanjutnya, nilai predictive relevance (Q*) menghasilkan angka 0,786 atau 78,6% untuk variabel
kesejahteraan masyarakat dan sebesar 0,095 atau 9,5% untuk variabel kapasitas ekonomi. Karena nilai Q
square > 0 maka dapat dikatakan kedua variabel endogen mempunyai nilai observasi yang baik, yaitu
kesejahteraan masyarakat memiliki nilai predictive relevance kecil karena Q> > O dan kapasitas ekonomi memiliki
nilai predictive relevance besar karena Q> > 0,5.
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Nilai predictive relevance kesejabteraan masyarakat juga menunjukkan bahwa keragaman data yang
dijelaskan oleh model adalah 78,6%, atau dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data sebesar
78,6% dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan sisanya sebesar 21,4% dijelaskan oleh variabel lain (yang
tidak terdapat dalam model) dan error. Oleh karena itu, model struktural yang dibangun sudah tepat.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing-masing variabel eksogen
terhadap variabel endogen dengan menjalankan prosedur bootstrapping dengan subsamples 500 dan tingkat
signfikansi 0,05 sehingga menghasilkan original sample dan p-value seperti pada Tabel 4.13. Kriteria yang
digunakan untuk melihat adanya hubungan yang signifikan yaitu apabila nilai p-va/ue < tingkat signifikansi
sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel
endogen. Selanjutnya, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel yaitu menggunakan relevansi
bobot indikator pada tabel original sampel, bobot mendekati nol menunjukkan hubungan yang lemah,
bobot mendekati -1 atau +1 mengindikasikan hubungan yang negatif atau positif yang kuat (Sarstedt et
al., 2019). Tabel 4 merupakan hasil uji hipotesis dengan prosedur bootstrapping.

Table 4. Hasil Penilaian Uji Hipotesis (Direct Effects)

Original Sample Standard

Variable Indicators Sample Mean Deviation P Values
Direct Effects
PU -> PDRB 0,345 0,362 0,118 0,004
A PU -> IPM 0,105 0,080 0,128 0,414
PU ->TK -0,106 -0,089 0,088 0,227
PU -> TPT 0,009 0,012 0,239 0,971
PDRB -> IPM 0,828 0,834 0,020 0,000
KE PDRB -> TK -0,946 -0,948 0,013 0,000
PDRB -> TPT 0,606 0,633 0,089 0,000
SiLPA -> IPM 0,398 -0,390 0,174 0,022
TKA SiLPA -> TK 0,426 0,410 0,167 0,011
SiLPA ->TPT -0,189 -0,183 0,147 0,201
DES -> IPM 0,960 0,957 0,035 0,000
DES -> TK 0,961 0,962 0,025 0,000
KK DES -> TPT 0,722 0,740 0,114 0,000
PAD -> IPM -0,161 -0,156 0,058 0,005
PAD -> TK 0,108 0,106 0,038 0,004
PAD ->TPT -0,343 -0,309 0,158 0,030
Sumber: data sekunder, diolah
Table 5. Hasil Penilaian Uji Hipotesis (Indirect Effects)
Variable Indicators Original Sample Star.lda}rd P Values
Sample Mean Deviation
Indirect Effects
PU -> PDRB -> IPM 0,286 0,302 0,099 0,004
AA PU -> PDRB -> TK -0,326 -0,343 0,112 0,004
PU -> PDRB -> TPT 0,209 0,231 0,087 0,017

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil regresi menunjukkan nilai beta pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan
sebesar 0,225 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,059. Nilai signifikansi > 0,05 berarti hipotesis 1
ditolak. Hal ini berarti semakin besar dewan direksi tidak akan meningkatkan kinerja keuangan
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perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sulistyowati & Fidiana (2017) yang
menyimpulkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Hasil regresi menunjukkan nilai beta pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan
sebesar 0,386 dan tingkat signifikansinya 0,031. Nilai signifikansi < 0,05 berarti hipotesis 2 diterima. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin besar dewan komisaris, maka semakin tinggi kinerja keuangan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan Sulistyowati & Fidiana (2017). Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat
keefektifan pemantauan dalam kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian
Sulistyowati & Fidiana (2017) dan Noviawan dan Septiani (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan
komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Hasil regresi menunjukkan nilai beta pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan
sebesar 0,277 dan tingkat signifikansinya 0,019. Nilai sig < 0,05 berarti hipotesis 3 diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen, maka semakin tinggi kinerja
keuangan. Hasil penelitian ini sependapat dengan Noviawan dan Septiani (2013) yang menyimpulkan
bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan
akan lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas pengawasan, kinerja keuangan juga akan meningkat.

Pembahasan Uji Hipotesis
Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi

Hipotesis pertama dirumuskan bahwa alokasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kapasitas
ckonomi. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4 dapat dibuktikan bahwa alokasi anggaran dalam bidang
belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sebagai indikator
kapasitas ekonomi dengan koefisien parameter 0,345 dan p-value sebesar 0,004. Artinya, semakin tinggi
alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum akan meningkatkan nilai PDRB pada kabupaten dan
kota di DIY.

Selama periode anggaran 2016-2020, alokasi fungsi pelayanan umum yang dikelola pemerintah
daerah berjalan secara efisien meskipun satu sampai dua kabupaten/kota di DIY terjadi pemborosan
anggaran, hal ini sejalan dengan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa di
dalam sektor publik, pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal yang
digambarkan masyarakat memilih pemerintah dalam melakukan berbagai layanan dan mengatur anggaran
seperti APBD dan bentuk tanggung jawab atas wewenang yang diberikan tersebut yakni Pemerintah
Daerah DIY melakukan alokasi anggaran secara efisien.

Fungsi pelayanan umum terdiri atas pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan,
pengelolaan jaringan irigasi serta pengairan lainnya, subsidi, pembayaran bunga utang, dan lain-lain
(Kemenkeu, 2017) yang diperuntukkan serta didistribusikan dalam pembiayaan kegiatan yang hasil,
manfaat, serta dampaknya dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan efisiensi
alokasi anggaran oleh pemerintah daerah akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
Provinsi DIY, kemudian peningkatan ekonomi tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sehingga mendorong pendapatan per kapita dan menstimulasi daya beli masyarakat atas
barang dan jasa yang berakibat pada kenaikan nilai PDRB yaitu dibuktikan PDRB Provinsi DIY selama
lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbadharmaja et al. (2019) dan
Elia et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa kapasitas ekonomi dapat ditingkatkan melalui alokasi
anggaran.

Pengaruh Kapasitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kedua dirumuskan bahwa kapasitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4 dapat dibuktikan bahwa PDRB sebagai indikator
kapasitas ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif
signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran terbuka sebagai komponen kesejahteraan masyarakat
dengan koefisien parameter -0,946, 0,828, dan 0,606 serta nilai p-value < 0,05. Artinya, PDRB menurunkan
tingkat kemiskinan dan meningkatkan IPM serta tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.
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Selama lima tahun PDRB Provinsi DIY mengalami peningkatan yang dapat menandakan laju
pertumbuhan ekonomi DIY berjalan dengan baik, hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan peran
pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor. Hasil ini
sejalan dengan teori agensi bahwa pemerintah yang berperan sebagai agen dalam melaksanakan tugasnya
lebih mengarah pada kepentingan bersama sehingga tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan
konflik keagenan.

Peningkatan kapasitas perekonomian wilayah DIY dalam menghasilkan barang dan jasa dari satu
periode ke periode berikutnya dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan maupun pembangunan
ckonomi di Provinsi DIY. Pertumbuhan yang berkualitas ditandai dengan penurunan angka kemiskinan
dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di DIY dengan rata-rata IPM dalam predikat tinggi dengan
nilai 78,3. Salah satu ukuran dasar IPM ialah standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per
kapita yang sejalan dengan daya beli masyarakat yaitu berkaitan dengan kapasitas ekonomi. Namun,
kapasitas ekonomi belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran di DIY, yang
puncaknya pada tahun 2020 seluruh kabupaten dan kota di DIY mengalami peningkatan pengangguran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elia et al. (2020), Purbadharmaja
et al. (2019) dan Sofilda et al., (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
mempunyai keterkaitan dengan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas ekonomi akan mendorong
sektor swasta untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan pun akan meningkat.

Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Kapasitas Ekonomi
sebagai Variabel Interneving

Pengaruh langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada Tabel 4 dengan tingkat
signifikansi 5% adalah alokasi fungsi belanja pelayanan umum berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dan tingkat
pengangguran. Sementara itu, pengaruh tidak langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan
masyarakat melalui kapasitas ekonomi pada Tabel 5 adalah alokasi fungsi belanja pelayanan umum
berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap
IPM dan tingkat pengangguran.

Efisiensi alokasi anggaran khususnya belanja fungsi pelayanan umum pada Provinsi DIY
memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas
ekonomi daerah yang merepresentasikan laju pertumbuhan, ukuran, maupun kinerja ekonomi DIY
berjalan dengan baik, Kondisi ini meningkatkan angka IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan di DIY,
namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran pada lima tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran tidak mampu
mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan masyarakat tanpa melalui kapasitas ekonomi, yang
dinamakan hubungan fiu// mediation, akibatnya kapasitas ekonomi berperan penuh sebagai variabel mediasi.

Pengaruh Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis ketiga dirumuskan bahwa tata kelola anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, dapat dibuktikan bahwa SiLLPA sebagai indikator
tata kelola anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan berpengaruh positif signifikan
terhadap tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran
sebagai komponen kesejahteraan masyarakat, yaitu masing-masing dengan koefisien parameter -0,398,
0,426, dan -0,189. Artinya, SILPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan tetapi
tidak menurunkan tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Anggaran mencerminkan bagaimana sektor publik mengalokasikan pendapatan maupun
pengeluaran dalam batas yang ditentukan, karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah bergantung pada implementasi anggaran yang efektif (Hackbart & Ramsey, 2002; Otalor & Ot
2020). Oleh karena itu, rasio SILPA digunakan sebagai indikator penyerapan anggaran dalam
pembangunan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di DIY. Hasil ini sejalan dengan teori
legitimasi menurut Dowling & Pfeffer (1975) bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila
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pemerintah berkinerja baik, akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan juga memberikan hasil yang
memuaskan bagi masyarakat.

Tingginya rasio SiLPA selama tahun 2016-2020 pada Provinsi DIY yang rata-ratanya
menunjukkan persentase lebih dari 100 mengindikasikan perubahan regulasi APBD dan belum
optimalnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, karena alokasi anggaran yang efektif
ditandai dengan SilLPA yang rendah. Kualitas pengelolaan APBD yang tercermin pada rasio SiLPA belum
mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena tingginya Sil.LPA menurunkan
angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan, demikian juga tidak menurunkan tingkat
pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adiputra et al. (2017) dan
Purbadharmaja et al. (2019) yang menyatakan bahwa dalam membangun kesejahteraan masyarakat,
dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena dibutuhkan dana
dalam melakukan berbagai program pembangunan.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keempat dirumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, dapat dibuktikan bahwa
dengan tingkat signifikansi 5% pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah
signifikan karena mempunyai nilai p-va/ue < 0,05. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa derajat
desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran serta negatif
signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
kemiskinan serta negatif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Artinya, derajat
desentralisasi meningkatkan angka IPM dan pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan,
sementara efektivitas PAD menurunkan angka IPM dan pengangguran serta meningkatkan angka
kemiskinan di kabupaten dan kota di DIY.

Kinerja keuangan pemerintah daerah digambarkan sebagai suatu hasil yang diraih selama periode
anggaran dalam aspek keuangan daerah yang dalam penelitian ini mencakup rasio derajat desentralisasi
dan efektivitas PAD. Kinerja keuangan tersebut mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam
mencapai hasil keuangan yang diukur terhadap owfput yang diinginkan, yaitu output yang berupa
kesejahteraan masyarakat DIY. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling &
Pfeffer (1975) yaitu perikatan antara pemerintah dengan masyarakat yang berhubungan dengan sumber
ckonomi. Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku
dan berhak memperoleh dukungan dari masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya,
sehingga harapan dari masyarakat dapat terpenuhi.

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang dapat memberikan
informasi penyusunan kebijakan yang positif bagi masyarakat. Analisis rasio keuangan yang digunakan
dalam penelitian ini yang pertama adalah derajat desentralisasi. Kemampuan pemerintah dalam
penyelenggaraan desentralisasi mengalami peningkatan yang ditandai dengan angka derajat desentralisasi
di kabupaten dan kota di DIY secara rata-rata mengalami kenaikan meskipun terjadi penurunan angka di
beberapa titik dengan rata-rata keseluruhan wilayah sebesar 23,743. Peran PAD dalam pengelolaan
desentralisasi di Provinsi DIY yaitu digambarkan dengan level pencapaian pembangunan manusia dalam
predikat IPM tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan, namun belum efektif dalam menurunkan angka
pengangguran.

Untuk melihat tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melangsungkan suatu aktivitas
melalui perbandingan pendapatan sebenarnya dengan pendapatan anggaran (Habbe, 2021) digunakan
analisis rasio keuangan kedua yakni efektivitas PAD. Melalui hasil perhitungan, secara keseluruhan
Pemerintah Daerah DIY mempunyai kemampuan yang efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD
sesuai dengan yang ditargetkan, dengan rata-rata yang dimiliki rasio efektivitas PAD yakni sebesar 110,89.
Melalui pencapaian ini, efektivitas PAD dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi
gagal dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka IPM.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indramawan (2018) pada
wilayah Papua dan Papua Barat yang mengemukakan IPM mempunyai hubungan yang positif dan
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signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak
signifikan terhadap rasio efektivitas PAD kemudian Habbe (2021) menyatakan efektivitas PAD dapat
menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan di
Sulawesi Selatan. Sebaliknya, penelitian ini belum sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutiha (2018)
pada provinsi di Indonesia dan Adiputra et al. (2017) pada Provinsi Bali yaitu kualitas pembangunan
manusia (IPM) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui proses pengujian, dapat ditarik
kesimpulan bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh positif dan signifikan
terhadap PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi
anggaran belanja fungsi pelayanan umum akan meningkatkan nilai PDRB pada kabupaten dan kota di
DIY. Alokasi anggaran yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang memadai akan mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada kenaikan kapasitas ekonomi. Selanjutnya, PDRB sebagai
indikator kapasitas ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta
berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran sebagai komponen kesejahteraan
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perekonomian berperan menurunkan
angka kemiskinan dan meningkatkan IPM namun belum mampu menstabilkan maupun menurunkan
angka pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

SILPA sebagai indikator tata kelola anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya rasio SiLPA pada kabupaten dan
kota di DIY belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena tingginya
SILPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan, demikian juga tidak menurunkan
tingkat pengangguran.

Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada
kabupaten dan kota di DIY adalah signifikan, yaitu derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap
IPM dan tingkat pengangguran serta negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara PAD berpengaruh
positif terhadap tingkat kemiskinan serta negatif terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Peran PAD
dalam mengelola desentralisasi digambarkan dengan IPM dalam predikat tinggi dan penurunan tingkat
kemiskinan, namun belum efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Berikutnya, efektivitas PAD
berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi gagal dalam upaya mengurangi tingkat
kemiskinan dan meningkatkan angka IPM.

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel eksogen sebagai aspek kinerja perekonomian
dalam mengevaluasi pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang terbatas di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta saja. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan indikator setiap
variabel eksogen hanya terbatas pada satu sampai dua indikator, seperti lima variabel laten dengan total
delapan indikator.

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel dan indikator, seperti belanja
fungsi ekonomi, pendidikan, serta keschatan agar mempunyai cakupan yang lebih luas dan dapat
mempertimbangkan wilayah atau provinsi lain seperti Provinsi Papua yang mempunyai IPM rendah untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Selanjutnya, dapat menggunakan analisis rasio
keuangan lain dalam mengukur kinetja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efisiensi PAD dan rasio
lainnya. Melakukan pertimbangan aspek lain dari tata kelola anggaran yang baik seperti opini dari BPK
terhadap akuntabilitas keuangan daerah juga dapat menjadi pertimbangan di masa yang akan datang.
Penelitian ini berimplikasi pada penyelenggaraan desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
mengalami peningkatan dan secara efektif memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
Selain itu, pertumbuhan maupun kinerja ekonomi DIY menunjukkan hasil yang baik.
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